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ABSTRAK

Penelitin ini bertjuan untuk mengetahui bagaimana kinera keuangan
pemerintah dacrah dengan pengukuran analisis rasio laporan kevangan. Analisis
rasio Kewangan yang digunakan adalsh rasio kemandivian keuvansan daerah, rasio
efektivitas Pendapatan Asl Dacrah (PAD), rasio aklivileskeserasion, dan analisis
share  and  prowth, Daa laporan Keuangan  diperoleh  dari situs
wiww diph.dephen goid dan dari Dinas Pengelolaan Keoangan Daoeraly (DPKD)
Prop. Sumatera Baral untuk periode 2I00-2007, Mcotode yang dipunakan dalam
penclitien ini adalsh metode content analysis den melode kepustakaan, Hasil
penelitisn mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian Eevangan duerali masih
sangat rendah tapd cendrung meningkal setinp whun, Berdasarkan rasio efekiivitas
PAD |, kab'koma sudah efekef dalam merealisasikan pendapetan ashi daershnya.
AKtivilas pemerintah daersh dalam membelanjakan anggnmnnys masith berfokus

pada helanja nutin/belanja eperasi,

Foata kounci: rasie keuangan pemenntah daerah, kinerja pemerintah doerah



BAH I
PENDAHULLAN
1.1 Latar Belakang

Dengan adanya reformasi padn lnhun 1998 mengakibatkan perubahan
mendasar di segala bidang, termasuk dalsm bidang pemerinehen. Pada ers
reformasi ini pemerintah daerah dituntul agar mempunyai Kinerjs yung lebih
efektif dai efisien dari tabun-lahun sehelumnya.

Sebelum  relormasi  sistern pemerintzhan bersifion  sentrmlistikyvaitu
kebijakan dan Keputusan dihasilkon oleh pemerintah vang berada Ji stasnyve stay
pemerintah  pusat.  Anggaran  pemerinieh  dacrah  sangat terpantung  pada
pemerintah pusat karena sebagian hesar pendapatan dan belanje dacrah diawr oleh
pusat. Selain itu pemerinish puset jugs menentukan priorites pembangunan dari
tiap-tiap doerah. Akibatnya timbul ketimpangan karena adsnva  perbedosn
pernbangunan di tiap-tiap daerah.

Agar retormasi dalam bidang pemerintahan dapat dijalankan denpan lebih
terarah, maka pemerintah mengeluarkan undeng-undang yang mengatur tentang
pemerintah daerah vaite VLN Na22 tahun 1999 sentang pemeriniah dacrah dan
LU NG 25 wmhun 1999 tenieng perimbangan Kevangan antara pemerintah pusat
dan daerah, U1 ini dalem perkembangannya direvisi dengan dikeluarkannys UU
Mo 32 tabun 2004 dan UL Mo 33 tabun 20404

Program elonemi deerah merupakan perwujudan dar reformasi df bidang
pemermighan. Menunit Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5,
otonoimi dasroh adafah halk, wewenang dan kewaiiban daerabh otonom untuk

mengatur dan mengurus sendin srusan pemerintzh dan kepentingan masvarakat



selempat sesual dengan persturan perundasg-undangan, Dalam e otonomi,
pemeninizh - dagrzh  diberikan  kewenangan  untuk  menggali.  mengelols,
memanfaatkan  kevangan  sendirl  dalam  penvelenpgaroan  pemerinmhannya
{Wirawan dan Adi, 2007). Pecanan pemerinlah dacrah sangat menentukan berhasil
tidaknyva pelaksanaan tugas umum pemerintaban dan pembanpunan vang lebik
berkualitas,

Salah satu bestuk otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepoads
pemerintah daerah ddalal desentralisasi fiskal. Desentralisasi Gskol merupakan
kewensngan pemerintah  daerab  untuk  mengator dan omengelols  sendiri
kewangannnya dimana sebagion penerimaan nepara diseralkan pesgelolawnnyvy
kepada  dacrah.  Desentralisasi fiskal  merupakan  komponen uwtama  dar
pelaksanans otonomi daerah yaitu pemerintsh dierah diber] kewenongon dabam
mengelola sember dava /o segenap potensi vang dimiliki unook mewijudkan
kescjahteraan dan kemajuan dagrah

Hal ini berimplikasi pada perebohan dalam sistem pembuatan keputusan
terkait dengan pengalokasian sumberdoya dalam snggaran pemerintah daceakh,
Scbelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisusi anggaran
tahun sebelummya dengan sedikit peningkatan {incremental) tanpe merubah jenis
atau pos belanja. Pendekatan dengan sistem ini disebut dengan sistem angparan
tradizional (fine fem and incremental budeesing), Setelab otonomi daerah
tepatnya tabun 2003, pendekatan anggaran vang digunakan adalah anggaran
berbasis kinera dideserkan pada tejuan dan sasaran kinerja iperfirmance bosed

el fingr).
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BAR Y

PENUITUP

.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yvang telah dilakokan sebelumnya maka daput

cisimpulkan kinerja kevanpan pemerinteh dacrah dengan pengukuran analisis

rasio laporan keusngan sdalah sehagai berikui -

id,

Berdasarkan analisis rasio kemandirian Lenangan daerah, kemandirien
Keuangan daerah seluruh Kabupatenskols dj propinsi Sumatera Barat
setelah diberlakukan aotonomi duerah masih sangat rendah vaitu kurang
dari 23 %, Pola hubungan pemerintah pusat dan daeral kabupatenkota
di propinsi Sumaters Barac adalah fnstrukidf; vaitu peranan pemerintah
pusat lehih deminan dart pade kemandirian pemenintah daerh, Tingka
kemandirian  daerah cendrung  meningkat  setisp  tahun  pamun
ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi. Kesenjangan tingkat rasio kemandirian antar kabupaten dan
kota cukup tinggi. Tingkat kemandirian kabupaten lebih rendah bilo
dibandingkan dengan kota,

Berdasarkan rasio efektivitas PAD, secars rata-rata pemerintah daerah
kabupateniiota di propinsi Sumaters Barst sudah efektif’ dalam
merealisasikan dan mengelola pendapatan asli dasrah nya.

Berdasarkan rasio sktivitasfeserasian,  aktivias pemerintah setelah
oronomi daerah dalam membelanjakan snggaran masit berfokus piacla
helanja rutinfbelanjs operasi. Pemerintah dacraly di proping Sumatera

Baral belum dapat memprioritaskan pengelugrannya untuk belznja

74



DAFTAR PUSTAKA

BAPFPENAS 2003, Pera Kemampuan Ke: wangan Propingd Dalam Era Oronomi
Blaerak : Tinfauan Atas Kinerja PADY dan Uipevey Fenge Dilakskan Deaevad),
Drirekioral Pengembingan Crtonomi Dacrah, www Loogle.com . Diakses
tangeal 25 Februar 2009,

Basbian, Indra. 2000, dkwnransd Seftor Publik & fodonesia. BPFE UIGM.
¥ ogvakaria,

Dwirsndra, AANDB. 2007 Elekimvitary o Kemanedivian Resangan Daceal
CMarom  Kabipaten®otg o Propingl  Bali  Tutma 20022006

wwsk soogle.com, Diakses tengpal 1% Desember 2008,

Halim, Abdul. 2002, Lkweransi Sekear Publit Akuntansi Sekior Dievasdt, Sulembg
Empat. lakama

Indriantore, Nur dan Supomo, Bambang. 1999 Metode Penelition Bisiis Dtk
Akvnrans: dan Manajenten. BPFE. Y ogvakara

Kuncora, M, 2002, Oronomi Docrak - Retormeasi, Perencanann Strategt dan
Pefuang, Erlangea. Jakaria

Laporan realisasi APBD Kabupaten | Kota di Propinsi Sumatera Baret fahun 2007

laporan realisasi APBD kabupatenfkotz di propinsi Sumatera Barat tahug 2001
sk 2006 www.diph.dephew.eo.id, Diakses langgal 29 Maret 2000

Laporan APRD kahupatcm’kma di propinst Sumatera Barat tahun 2000 sid 2006,
www.dipk.depkon,go.id, Diakses tangzral 29 Maret 2000

"»Llhmudl 2007, Analisis Laporan Kenangan femerintah Doaerah, UPP STIM

Y ogvakarta, MIL
“Y2T pER RPUS
Mabhsun, Mobamad, 2006, Peagaekuran Kineria Hl*klrﬁfﬂmg?ﬁé{!ﬁnﬁrﬁ‘q Al
Yogvakarta NDALas
—_‘_‘_‘_‘_‘_——-\_

Mardiasmo. 2002, Akunicnsi Sektor Prubiis, Andi. Yopyakaria

Peraturan Pemerintah Republik [ndonesin No 38 whon 2003 lentang Pengelofaun
Kewenzan Daerah

Peraturan Pemerimah Republik Indonesia No 8 talun 2006 tentang Pelaperan
Kewangen dar Kinerfa fnstanst Pemeriniah Dievah



